¥ BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : JI. Hamidah No.03 RT.01 Kel Batin Tikal , Taman Sari 33121
Telepon - 0717-9110138
Laman : hitps.//pangkalpinangkota. bawasiu.go.id

Nomor 433/PM.00.02/K.BB-07/11/2023 Pangkalpinang, 28 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran s -
Perihal - imbauan
Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

A.Dasar Hukum

1.

6.

~4

Undang — Undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang — undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang —
undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang — undang.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye
pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum nomor 15 tahun 2023 tentan Kampanye Pemilu.

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan
penyelenggaraan pemilihan umum.

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan
kampanye pemilihan umum.

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi
potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu
tahun 2024

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27
Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap
pelanggaran Pemilu pada masa tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 Bersama
dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam hal terkait kewenangan menghentikan
pelaksanaan Kampanye, untuk dapat memperhatikan hal — hal sebagai berikut :

Undang — undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum
Pasal 310
(1) PPS wajib menindakianjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye pemilu di
tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 309 ayat (2) dengan :



a. Menghentikan pelaksanaan kampanye Perserta Pemilu yang bersangkutan
yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;

b. Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup
tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelasanaan Kampanye Pemilu:

c. Melarang pelaksanaan aatau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan
Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau

d. Melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu
berikutnya seterlah mendapatkan persetujuan PPK.

(2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf b dengan
melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
Pasal 315
(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di
tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:

a. Menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan
yang teriadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu
Kabupaten/Kota;

b. Melaporkan kepada KPU Kabupaten/kota dalam hal ditermukan bukti
permulaan yang cukup adanya tindak pidana pemilu mengenai pelaksanaan
Kampanye Pemilu;

¢. Melarang pelaksanaan kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan
Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu
Kabupaten/Kota; dan/atau

d. Melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu
berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1 Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang



